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“A person who overcomes hardships, 
you can overcome anything.” 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak, 
jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) diterima, dan pemeriksaan pajak terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda.  
Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Tigaraksa. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Pajak Penghasilan yang diterima KPP Pratama 
Tigaraksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
periode tahun 2013-2015. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang 
terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, (2) jumlah Surat 
Setoran Pajak (SSP) diterima berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan, (3) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan, (4) jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) diterima, 
dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to examine the effect of personal taxpayers, Tax 
Payment Slip (SSP), and tax inspection towards amount of personal income tax. 
The testing method used in this research is multiple linear regression.  
The object of this research is KPP Pratama Tigaraksa. The data used in 
this study are secondary data, period 2013-2015. Population in this research is 
all of Income Tax in KPP Pratama Tigaraksa. 
The results of this study are (1) personal taxpayers have an effect towards 
amount of personal income tax, (2) Tax Payment Slip (SSP) have an effect 
towards amount of personal income tax, (3) tax inspection haven’t an effect 
towards amount of personal income tax, (4) personal taxpayers, Tax Payment Slip 
(SSP), and tax inspection simultaneously have an effect towards amount of 
personal income tax. 
 
Keywords: personal taxpayers, Tax Payment Slip (SSP), tax inspection, personal 
income tax. 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Dalam rangka mewujudkan sebuah negara yang sejahtera dan demi memenuhi 
hak bagi setiap warga negara, dibutuhkan dana cukup besar yang berasal dari 
pendapatan yang diperoleh melalui berbagai sumber. Menurut UU No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, 
penerimaan bukan pajak, dan hibah.  
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, 
penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 
negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak, 
yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat 
yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan 
bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan Badan 
Layanan Umum (BLU). Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik 
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau 
surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar 
kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri.  
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Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2012-2015 
Sumber Penerimaan 2012 2013 2014 2015 
1. Penerimaan Dalam 
Negeri 
1.332.322,90 1.432.058,60 1.545.456,30 1.758.330,90 
Penerimaan Pajak 980.518,10 1.077.306,70 1.146.865,80 1.489.255,50 
Penerimaan Bukan 
Pajak 
351.804,70 354.751,90 398.590,50 269.075,40 
2. Hibah 5.786,70 6.832,50 5.034,50 3.311,90 
Jumlah 1.338.109,60 1.438.891,10 1.550.490,80 1.761.642,80 
Sumber: www.bps.go.id   
Terlihat pada tabel 1.1, pajak berkontribusi sebesar 73,3% pada tahun 2012,  
74,9% pada tahun 2013, 74% pada tahun 2014, dan 84,5% pada tahun 2015 dari 
total sumber  penerimaan  Negara. Peningkatan kontribusi  pajak  terhadap  
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Indonesia terjadi antara 
tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 10,5%. 
Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 menyebutkan pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sementara penerimaan pajak dalam negeri sendiri 
terdiri dari Pajak Penghasilan Non Minyak Gas, Pajak Penghasilan Minyak Gas, 
PPN dan PPnBM, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai. Yang 
menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
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untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun. (UU No. 36 Tahun 2008)  
Menurut artikel di ekbis.sindonews.com (2016), rancangan penerimaan 
pajak dalam APBN tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.546,7 triliun, dimana target 
penerimaan PPh Migas sebesar Rp 41,4 triliun, PPh Non Migas sebesar Rp 
1.318,7 triliun, cukai sebesar Rp 186,6 triliun, dan sisanya berasal dari pajak lain. 
Berdasarkan informasi di atas, disebutkan bahwa penerimaan dari PPh Non Migas 
berkontribusi paling besar dalam penerimaan pajak. PPh Non Migas mengacu 
pada PPh selain Migas yang sudah tidak asing lagi dalam praktik perpajakan, 
seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan juga PPh Pasal 4 ayat (2) yang berasal 
dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.  
Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi per tanggal 31 
Agustus 2015 tercatat sebesar Rp 4,225 triliun, sedangkan realisasi penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 100,280 triliun. Saat ini penerimaan Pajak 
Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak 
Penghasilan Badan. Hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak atas orang 
pribadi masih terjadi kesulitan pada pemantauan dan pendeteksian Penghasilan 
Kena Pajak, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari setiap 
individu. Dengan berjalannya waktu, sumber pendapatan orang pribadi 
kebanyakan sudah bukan lagi dari satu pemberi kerja, melainkan juga dari usaha 
sendiri dan/atau profesi. Sementara pengeluaran negara yang semakin membesar, 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga harus diberikan perhatian yang maksimal, 
supaya pendapatan negara mencapai kenaikan yang signifikan. 
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Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar merupakan individu yang telah 
memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah: 
1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 
2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu 
bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) (Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2012). 
Dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka pembayar pajak 
diharapkan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pembayar pajak, maka 
munculah kewajiban perpajakan yaitu menghitung, melapor, dan membayar pajak 
terutang atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh selama satu periode. 
Pajak terutang tersebut dibayarkan kepada kas negara. Semakin banyaknya jumlah 
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP, maka pembayar pajak diharapkan semakin 
meningkat. Dengan meningkatnya pembayar pajak, maka Wajib Pajak diharapkan 
semakin mengerti dan paham dengan kewajiban perpajakannya, yaitu mendaftarkan 
diri di KPP dan membayar pajak terutang. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak 
yang memahami kewajiban perpajakannya, diharapkan penerimaan Pajak 
Penghasilan semakin bertambah. Opini ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Hasibuan, dkk (2014) yang mengatakan bahwa jumlah Wajib 
Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia 
saat ini sebanyak 60 juta individu. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta 
wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang taat membayar pajak 
(www.cnnindonesia.com, 2014). Dari data tersebut menyebutkan kurang dari 40% 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kesadaran untuk menyetor dan 
melaporkan formulir SPT Masa tepat waktu. Untuk mencegah keterlambatan 
penyetoran dan pelaporan SPT Masa, maka Direktorat Jendral Pajak 
memberlakukan sanksi berupa bunga, kenaikan, denda, bahkan pidana, dengan 
harapan Wajib Pajak semakin sadar dengan kewajiban pajaknya. 
Wajib Pajak yang memiliki kesadaran mengenai pajak juga akan 
menyerahkan Surat Setoran Pajak ke KPP sebagai bukti pembayaran atau 
penyetoran yang telah dilakukan.  Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 
Nomor PER-24/PJ/2013, Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan 
SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
Semakin banyaknya SSP yang diterima oleh KPP sebagai bukti atas 
pembayaran pajaknya, berarti semakin banyak Wajib Pajak melaksanakan salah 
satu kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terutang dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak, maka diperkirakan penerimaan Pajak 
Penghasilan semakin besar. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Anti 
(2014) mengatakan banyaknya jumlah SSP yang diterima memberikan pengaruh 
positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Jika Wajib Pajak tidak segera menanggapi Surat Imbauan dalam batas 
waktu yang telah ditentukan, Kantor Pajak akan memberikan kesempatan untuk 
konseling dalam jangka waktu tertentu. Jika memang Wajib Pajak terbukti adanya 
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, Kantor Pajak akan meminta 
penyelesaian kewajiban dan pembetulan pada SPT yang diawasi oleh AR dalam 
pelaksanaan pembetulan SPT yang akan diklarifikasi. Jika dalam jangka waktu 
yang diberikan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka 
Kantor Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dari 
pemeriksaan tersebut akan muncul Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP). (finance.detik.com, 2015) 
Wajib Pajak yang sudah membayar atau menyetor kewajiban pajak tetapi 
masih kurang, maka akan diberikan Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB)  oleh Kantor Pajak. Sebelum dikeluarkannya SKPKB, Kantor Pajak 
wajib melakukan pemeriksaan perpajakan terlebih dahulu. Maka dengan 
dilakukannya pemeriksaan pajak, Kantor Pajak akan memberikan surat atas pajak 
yang masih kurang dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan diterbitkannya SKP, 
diharapkan Wajib Pajak akan membayar kewajiban pajak yang kurang. Setelah 
melakukan pembayaran kewajiban pajak tersebut, berarti semakin banyak Wajib 
Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya, maka diharapkan penerimaan 
Pajak Penghasilan akan bertambah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Herryanto dan Toly (2013) menyebutkan bahwa pemeriksaan perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 
Sari tahun 2015. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada: 
1) Penambahan satu variabel independen, yaitu jumlah SSP diterima (Anti 
(2014)). 
2) Pengurangan dua variabel independen, yaitu 
a) Kesadaran Wajib Pajak 
b) Kegiatan Sosialisasi Perpajakan 
Pengurangan dua variabel independen dilakukan karena objek penelitian tidak 
dapat memberikan data yang diperlukan. 
3) Objek penelitian KPP Pratama Tigaraksa. 
4) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah 2013-2015. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
terdorong untuk membuat skripsi dengan judul ”Analisis Pengaruh Jumlah 
Wajib Pajak, Jumlah SSP Diterima, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan”. 
 
1.2 Batasan Masalah 
Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam 
penulisan penelitian ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari 
adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran yang akan dicapai. Melalui 
pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang 
ruang lingkup sasaran yang akan dikaji. 
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1) Variabel independen, yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah SSP diterima, dan 
pemeriksaan pajak. 
2) Variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. 
3) Objek penelitian KPP Pratama Tigaraksa. 
4) Periode penelitian 2013-2015. 
 
1.3  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini:  
1) Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan? 
2) Apakah jumlah SSP diterima berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan? 
3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah Wajib Pajak 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
2) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah SSP diterima 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
3) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
1) Kantor Pelayanan Pajak, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta 
tindakan-tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya sehubungan dengan 
penerimaan Pajak Penghasilan. 
2) Wajib Pajak Orang Pribadi, diharapkan dapat memberikan kesadaran tentang 
pentingnya membayar pajak. 
3) Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat berguna sebagai masukan untuk 
melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan penelitian 
selanjutnya. 
4) Peneliti, untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta 
penerapannya, khususnya mengenai pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah 
SSP diterima, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan secara singkat sehingga 
memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan. Masing-masing bab akan 
diuraikan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai isi dari materi 
penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TELAAH LITERATUR 
Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para 
peneliti terdahulu beserta teori yang digunakan dan metodologinya. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 
metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari peneitian, dari tahap 
analisis, desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, 
berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif dan atau kuntitatif. 
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan 
penelitian yang dikemukakan pada Bab I, beserta informasi 
tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pada bab ini 
juga dipaparkan tentang keterbatasan dari penelitian, baik dalam 
kaitannya dengan kemapuan genelisasi temuan, maupun kendala-
kendala lain yang akan menjadi masukan berguna bagi 
pengembangan penelitan berikutnya. Saran merupakan manifestasi 
atas sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan 
pada penelitian selanjutya. 





Menurut Nuritomo (2011), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan 
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara dan alat untuk 
mengatur/melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak tersebut ada yang 
ditanggung sendiri atau dapat dibebankan ke orang lain, dimana pengenaannya 
dapat melihat kondisi Wajib Pajak ataupun melihat objek pajaknya (Azizah, dkk 
(2012)). 
Secara umum, tujuan adanya pajak adalah untuk memperoleh dana yang 
digunakan untuk pembangunan, pertahanan negara, kesejahteraan dan pelayanan 
umum masyarakat serta biaya rutin administrasi negara. Selain untuk tujuan 
umum, pajak dapat pula digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya pajak 
atau cukai tembakau/rokok dinaikkan, sehingga dampak negatif dari merokok 
terhadap kesehatan masyarakat berkurang. Hal ini akhirnya akan mengurangi 
beban Pemerintah untuk menyediakan dana bagi kesehatan (www.ortax.org). 
Terdapat jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai pengelompokan, 
sebagai berikut (Sukmawati, dkk (2014)): 
1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
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a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 
lain atau pihak lain. 
b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 
keadaan subjeknya. 
b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 
mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat 
tinggal. 
3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 
b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 
daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga daerah masing-masing. 
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 
pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat 
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 
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berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan 
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar 
negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
dari Indonesia (Undang-undang No. 36 tahun 2008). 
Yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 
1) Kantor perwakilan negara asing. 
2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 
dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 
negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota 
organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan 
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan 
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lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (Undang-undang No. 36 
tahun 2008). 
Menurut Sukmawati, dkk (2014), objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan 
dasar untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 
2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang. 
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
3) Laba usaha. 
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 
b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 
c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun. 
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d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 
perusahaan pertambangan. 
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi. 
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
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13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
14) Premi asuransi. 
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 
pajak. 
17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
19) Surplus Bank Indonesia. 
Pemerintah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain dengan 
menerapkan sistem self-assessment, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang 
menjadi kewajibannya. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu 
aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib 
Pajak seperti pada sistem official-assessment. Dimana sistem official-assessment 
memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak (Nasution, dkk (2014)). 
Menurut Mir’atusholihah (2014), tarif merupakan suatu pedoman dasar 
dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, 
selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Besarnya tarif pajak 
harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Hal ini merupakan salah satu 
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unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Terdapat 
beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain: 
1) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun 
besarnya dasar pengenaan pajak. 
2) Tarif proporsional (sebanding), adalah tarif berupa persentase tertentu yang 
sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. 
3) Tarif progresif (meningkat), adalah tarif berupa persentase tertentu yang 
semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 
4) Tarif degresif (menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin 
menurun dengan semakin menigkatnya dasar pengenaan pajak. 
 
2.2  Pajak Penghasilan 
Menurut Rismawati dan Mahardika (2012), Pajak Penghasilan adalah pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian 
tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 
tahun pajak. Ciri-ciri Pajak Penghasilan, yaitu: 
1) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal, dimana 
tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan. 
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2) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau 
diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwin atau satu 
tahun buku. 
3) Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang 
baik dari dalam negeri atau luar negeri, serta penghasilan yang berasal dari 
Indonesia yang diperoleh orang luar negeri (Nasution, dkk (2014)). 
Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan 
memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak 
lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib 
Pajak Badan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk di dalamnya adalah 
penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan 
sebagai karyawan, dan penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, 
akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan untuk masing-masing penghasilan 
tersebut dilakukan pembayaran Pajak Penghasilannya. 
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4 
ayat 1 UU PPh). 
Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 
Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib 
Analisis pengaruh..., Paula Herra, FB UMN, 2016
Pajak badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang mempunyai kewajiban untuk 
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-
undang Pajak Penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 
adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari 
Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau 
kegiatan, termasuk penerima pensiun (PER - 32/PJ/2015). Tarif pajak penghasilan 
pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Tarif PPh Pasal 21 
Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan 50 juta 5% 
50 juta sampai dengan 250 juta 15% 
250 juta sampai dengan 500 juta 25% 
Diatas 500 juta 30% 
Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) 
Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, 
instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, 
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh badan-badan tertentu, 
baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang 
impor atau kegiatan usaha di bidang lain.  
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Pemungut dan Objek PPh Pasal 22: 
1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor 
barang. 
2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau 
Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan 
pembayaran atas pembelian barang. 
3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang 
yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP). 
4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat penerbit Surat Perintah 
Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga 
yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 
5) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 
rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam 
negeri. 
6) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 
a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia 
(Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan 
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Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero). 
b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas 
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 
7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), 
dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di 
dalam negeri. 
8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, 
atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.  
9) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan 
industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara 
dan industri hilir. 
10) Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan 
usahanya: 
a) mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan 
perikanan. 
b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang 
bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan 
perikanan. 
Tarif PPh Pasal 22 
1) Atas impor : 
a) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% dari nilai impor; 
b) yang tidak menggunakan API, 7,5%  dari nilai impor; 
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c) yang tidak dikuasai, 7,5%  dari harga jual lelang. 
2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 
BUMN/BUMD sebesar 1,5%  dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan 
tidak final. 
3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan DJP, yaitu: 
a) Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 
b) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 
c) Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 
d) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 
4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau 
importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 
a) Bahan bakar Minyak 
b) Penjualan kepada SPBU Pertamina, 0,25% dari nilai penjualan 
c) Penjualan kepada SPBU bukan Pertamina, 0,3% dari nilai penjualan 
d) Penjualan kepada pihak lain, 0,3% dari nilai penjualan 
e) Bahan bakar Gas, 0.3% dari nilai penjualan 
f) Pelumas, 0,3% dari nilai penjualan 
5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari 
pedagang pengumpul  ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak 
termasuk PPN. 
6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang 
menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% 
dari nilai impor. 
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7) Atas Penjualan 
a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 
b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 
Rp10.000.000.000,00 
c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih 
dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. 
d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau 
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih 
dari 400 m2. 
e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 
berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), 
minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 dan 
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual 
tidak termasuk PPN dan PPnBM. 
8) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 
22. 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas 
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 23 
adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan 
kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib 
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Pajak dalam negeri, BUT. Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008, 
penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan tarifnya: 
1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalty, hadiah, 
penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 
2) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa selain atas tanah dan bagunan, jasa 
lain. 
Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 
24 (PPh Pasal 24) pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang mengatur hak 
wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk 
mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah 
pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang 
telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak 
melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan kena 
pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
1) pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari 
pengalihan saham dan surat berharga lainnya; 
2) penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan 
penggunaan harta-benda bergerak; 
3) penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda 
tidak bergerak; 
4) penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan 
kegiatan; 
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5) pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri; 
6) penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau 
tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah 
perusahaan pertambangan; 
7) keuntungan dari pengalihan aset tetap; 
8) keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk 
usaha tetap (BUT).  
Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 25 
(PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya 
adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang 
harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri 
dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan 
(tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan 
PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan: 
1) Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 
ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki 
NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - 
serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta 
pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang 
tidak memiliki NPWP); 
2) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 
dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa 
setahun.  
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Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 
4 ayat (2) atau Pajak Penghasilan final adalah jenis pajak yang harus 
diselesaikan/lunas dalam masa pajak yang sama seperti mereka diterima, dan 
tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 
(2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa: 
1) bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi 
negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi  kepada 
anggota masing-masing; 
2) hadiah berupa lotere/undian; 
3) transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di 
bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra 
perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha; 
4) transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha 
jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan 
5) pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Di bawah ini berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai 
dengan peraturan: 
1) Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan 
diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 51/KMK. 04/2001. 
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2) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-
masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan 
turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009. 
3) Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan 
lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 
2009. 
4) Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 
10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c). 
5) Hadiah lotere/undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 132 tahun 2000. 
6) Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di 
bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2009. 
7) Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan 
pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa 
turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 
dan SE-06/PJ.4/1997. 
8) Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih 
lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan 
turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009. 
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9) Sewa atas tanah dan / atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 tahun 2002. 
10) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real 
estate), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 tahun 2008. 
11) Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang 
diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.  
Pada tahun 2013, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 
mulai diberlakukan. PP 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang 
mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Inti dari 
peraturan pemerintah ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan 
yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dikenakan pajak yang bersifat final 
dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto. Dalam hal peredaran bruto kumulatif 
Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap 
dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. Maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan ini yaitu: 
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1) Memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga 
masyarakat Wajib Pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya 
baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak. 
2) Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak 
itu tidak sulit dengan tarif yang sederhana, membayar pajak hanya 1%. 
3) Mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban 
perpajakannya. 
4) Memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi 
dalam penyelenggaraan negara. (PP No. 46 tahun 2013) 
 
2.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Menurut Hasibuan, dkk (2014) Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak 
yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 orang pribadi. Kepada orang pribadi 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sebesar: 
1) Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. 
2) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 
3) Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami. 
4) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
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menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap 
keluarga (Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.11/2012). 
Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur 
besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.2 
Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp50.000.000,00  5% 
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 15% 
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 25% 
Di atas Rp500.000.000,00 30% 
(Sumber: Waluyo, 2014, Akuntansi Pajak) 
 
2.4 Wajib Pajak Orang Pribadi 
Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang 
telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan telah terdaftar sebagai Wajib 
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. 
Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009, hak dan kewajiban Wajib 
Pajak, yaitu: 
1) Hak Wajib Pajak: 
a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa. 
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b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu. 
c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal 
Pajak. 
d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
e) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. 
f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan. 
g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat khusus untuk menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. 
2) Kewajiban Wajib Pajak: 
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 
b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak. 
c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 
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d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 
mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Subjek pajak adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh 
undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Pihak yang 
termasuk sebagai subjek pajak adalah (Undang-undang No. 36 tahun 2008): 
1) Orang Pribadi, atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 
2) Badan. 
3) Bentuk Usaha Tetap. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Usaha Tetap 
(BUT) merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh orang atau badan luar 
negeri di Indonesia (Ilyas dan Suhartono (2013:101)). 
Dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan, setiap Wajib 
Pajak diberikan Master File sebagai berikut (Surat Edaran DJP No. SE-
60/PJ/2013): 
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1) Wajib Pajak Aktif, yaitu status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara 
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2) Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak 
tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, 
termasuk satus Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari 
kewajiban menyampaikan SPT. 
3) Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan NPWP-nya telah 
dihapus. 
4) Wahib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang statusnya 
diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka memenuhi hak 
dan kewajiban perpajakan. 
 
2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak 
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat 1 UU KUP). 
Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 28 tahun 2007 menyebutkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri 
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atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut (Ilyas dan Suhartono 
(2013:5)): 
1) Sarana administrasi bagi Wajib Pajak dalam setiap melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan antara lain penyetoran dan pelaporan pajak. 
2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam setiap melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakan. 
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta 
mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah: 
1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 
2) Wajib Pajak Badan. 
3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu 
bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). 
Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai pemenuhan sebagai subjek 
dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Persyaratan objektif adalah persyaratan 
pemenuhan adanya penerimaan atau perolehan objek Pajak Penghasilan menurut 
Undang-undang Pajak Penghasilan (Ilyas dan Suhartono (2013:6)). 
Jangka waktu pendaftaran NPWP, sebagai berikut: 
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1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan 
bebas dan Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 
2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan 
telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tersebut wajib 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan 
berikutnya. 
Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak dilakukan pada 
(Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008): 
1) Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
kedudukan Wajib Pajak. 
2) Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
3) Tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 
 
2.6 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan 
Dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka pembayar pajak diharapkan 
semakin meningkat. Dengan meningkatnya pembayar pajak, maka munculah 
kewajiban perpajakan yaitu menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang 
atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh selama satu periode. Pajak 
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terutang tersebut dibayarkan kepada kas negara. Semakin banyaknya jumlah 
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP, maka pembayar pajak diharapkan semakin 
meningkat. Dengan meningkatnya pembayar pajak, maka Wajib Pajak diharapkan 
semakin mengerti dan paham dengan kewajiban perpajakannya, yaitu mendaftarkan 
diri di KPP dan membayar pajak terutang. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak 
yang memahami kewajiban perpajakannya, diharapkan penerimaan Pajak 
Penghasilan semakin bertambah. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013), jumlah Wajib Pajak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak 
Penghasilan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Hasibuan, dkk (2014) yang menyatakan jumlah Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan, dan penelitian yang dilakukan 
oleh Sudadyo (2013) yang mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nasution, dkk (2014) yang berkesimpulan bahwa tidak ada 
pengaruh antara jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan. 
Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, 
yaitu: 
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2.7 Surat Setoran Pajak (SSP) 
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013, Surat 
Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara pengertian SSP menurut Hariyanto 
(2014) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor 
Penerima Pembayaran. Formulir SSP dengan peruntukan sebagai berikut 
(Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2013): 
lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak. 
lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 
lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. 
lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. 
Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukan 
lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
Menurut Anti (2014), pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di Kantor 
Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang 
dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain 
melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). 
Surat Setoran Pajak sebagai sarana administrasi untuk melakukan 
pembayaran, terdiri dari: 
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1) Surat Setoran Pajak Standar; 
SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor 
Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan 
bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan (PER-01/PJ./2006). 
2) Surat Setoran Pajak Khusus; 
SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke 
Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran 
dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai 
dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP 
Standar dalam administrasi perpajakan (PER-01/PJ./2006). 
3) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor; 
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) adalah 
SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor 
(PER-01/PJ./2006). 
4) Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan 
dalam Negeri. 
Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan 
dalam Negeri (SSCP) adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai 
atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri (PER-
01/PJ./2006). 
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2.8 Pengaruh Jumlah Surat Setoran Pajak Diterima Terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan 
Semakin banyaknya SSP yang diterima oleh KPP sebagai bukti atas pembayaran 
pajaknya, berarti semakin banyak Wajib Pajak melaksanakan salah satu kewajiban 
perpajakannya yaitu membayar pajak terutang dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak, maka diperkirakan penerimaan Pajak Penghasilan semakin besar. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014), menunjukkan bahwa jumlah 
Surat Setoran Pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Sudadyo (2013) yang menyatakan jumlah Setoran Pajak berpengaruh terhadap 
jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.  Berdasarkan kerangka teori yang telah 
dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu: 
Ha2: Jumlah Surat Setoran Pajak Diterima berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan 
 
2.9 Pemeriksaan Pajak 
Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 28 
tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut (UU KUP): 
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1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: 
a) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 
pajak. 
b) SPT rugi. 
c) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam 
Surat Teguran) disampaikan. 
d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 
atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 
e) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 
analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
2) Tujuan lain, yaitu: 
a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 
b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
d) Wajib Pajak mengajukan keberatan. 
e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 
Neto. 
f) Pencocokan data dan/ atau alat keterangan. 
g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 
h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 
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j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 
k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 
Pajak Berganda. 
Berdasarkan pada PMK No. 17/PMK.03/2013, pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. 
1) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib 
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
2) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak. 
Menurut Heryanto dan Tolly (2013), pemeriksaan pajak berkaitan dengan 
laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak ini nantinya akan 
digunakan sebagai dasar atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat 
Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
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2.10 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 5, Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil 
(SKPN). 
1) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar (UU KUP). 
2) SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan (UU KUP). 
3) SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang (UU KUP). 
4) SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak (UU KUP). 
SKPKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang 
dibayar berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.03/2015): 
1) Hasil Pemeriksaan terhadap: 
a) Surat Pemberitahuan; 
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b) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis 
Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 
c) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara; atau 
d) keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) Undang-Undang KUP diantaranya berupa: 
(1) hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak; 
(2) bukti pemotongan Pajak Penghasilan; atau 
(3) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan 
untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
2) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP. 
Jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar (Undang-undang No. 28 tahun 2007): 
1) 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 
dibayar dalam satu Tahun Pajak; 
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2) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong 
atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 
3) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. 
 
2.11 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan 
Sebelum dikeluarkannya SKPKB, kantor pajak wajib melakukan pemeriksaan 
perpajakan terlebih dahulu. Maka dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, 
diharapkan Wajib Pajak akan membayar kewajiban pajak yang belum atau kurang 
dibayar beserta sanksi administrasinya. Setelah melakukan pembayaran kewajiban 
pajak tersebut, berarti semakin banyak Wajib Pajak yang paham akan kewajiban 
perpajakannya yaitu membayar pajak terutang dan mengisi SPT dengan lengkap 
dan benar, maka diharapkan penerimaan Pajak Penghasilan akan bertambah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyimpulkan 
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution, 
dkk (2014), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara 
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan kerangka 
teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu: 
Ha3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 
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2.12 Model Penelitian 































3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 
terdaftar di wilayah Tangerang, yaitu KPP Pratama Tigaraksa yang terletak di Jalan 
Scentia Boulevard Blok U No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Kantor 
Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan 
pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai 
Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal 
Pajak. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 
pengawasan kepada wajib pajak.  
 
3.2 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. 
Causal study merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan hubungan 
sebab-akibat, dengan melihat ada atau tidak pengaruh signifikan antarvariabel 
dalam penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013). Dalam penelitian ini menguji 
jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak diterima, dan pemeriksaan pajak 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
 
 
Analisis pengaruh..., Paula Herra, FB UMN, 2016
3.3 Variabel Penelitian 
Untuk mendukung data yang akan diteliti, maka diperlukan suatu analisis variabel 
yang akan digunakan dalam melakukan penelitian sasuai dengan masalah-masalah 
yang ada. Terdapat dua jenis variabel yang akan diteliti, yaitu variabel dependen 
dan variabel independen. Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen 
dan tiga variabel independen. 
 
3.3.1 Variabel Dependen 
Menurut Sekaran dan Bougie (2013), variabel dependen adalah variabel yang 
menjadi fokus utama dari suatu penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Perhitungan penerimaan 
Pajak Penghasilan orang pribadi adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 25/29 dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 
(2) PP 46/2013 orang pribadi per bulan yang diterima oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Tigaraksa selama periode 2013 sampai dengan 2015. Skala pengukurannya 
menggunakan skala rasio. 
 
3.3.2 Variabel Independen 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik 
secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie (2013)). Dalam penelitian ini, 
variabel independen yang akan diteliti adalah jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat 
Setoran Pajak yang diterima, dan pemeriksaan pajak. 
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3.3.2.1 Jumlah Wajib Pajak 
Variabel jumlah Wajib Pajak dihitung dari jumlah NPWP orang pribadi yang 
terdaftar untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013 orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan 
Pajak Tigaraksa setiap bulannya selama periode 2013 sampai dengan 2015. 
Pengukurannya menggunakan skala rasio. 
 
3.3.2.2 Jumlah Surat Setoran Pajak Diterima 
Variabel jumlah Surat Setoran Pajak diterima diukur dari banyaknya Surat 
Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013 orang pribadi yang diterima oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Tigaraksa setiap bulannya, mulai tahun 2013 sampai dengan 
2015. Pengukurannya menggunakan skala rasio. 
 
3.3.2.3 Pemeriksaan Pajak 
Variabel pemeriksaan pajak diukur dari jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB) yang diterbitkan bagi Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013 orang 
pribadi oleh Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa, mulai tahun 2013 sampai dengan 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang dikumpulkan dan diolah serta digunakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Tigaraksa. Data yang akan digunakan berupa jumlah NPWP, 
laporan jumlah SSP yang diterima, laporan jumlah SKPKB yang diterbitkan bagi 
Wajib Pajak orang pribadi, serta laporan penerimaan PPh Pasal 25/29 dan laporan 
penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
3.5.1 Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2016), pengujian statistik deskriptif dilakukan melalui 
perhitungan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, range dan standar 
deviasi dari setiap variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan, yaitu: 
1) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) 
2) Jumlah Wajib Pajak (X1) 
3) Jumlah Surat Setoran Pajak diterima (X2) 
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3.5.2 Uji Kualitas Data 
3.5.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Untuk menentukan ada tidaknya distribusi normal, dapat menggunakan uji 
statistik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dalam pengambilan keputusannya, yaitu: 
1) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05 
maka data terdistribusi secara normal. 
2) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 
maka data tidak terdistribusi secara normal.  
 
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 
3.5.3.1 Uji Multikolonieritas 
Menurut Ghozali (2016), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama 
variabel independen sama dengan nol. 
Untuk menentukan ada tidaknya multikolonieritas, pada umumnya nilai 
cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 
nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
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3.5.3.2 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem  
autokorelasi (Ghozali (2016)). 
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara 
yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini 
adalah Uji Durbin – Watson (DW test). Durbin – Watson hanya digunakan untuk 
autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 
intecept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara 
variabel independen. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan Durbin – Watson: 
Tabel 3.1  
Tabel Durbin – Watson 
Hipotesis nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 ˂ d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl ˂ d < 4 
Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 – du 
Sumber: Ghozali (2016) 
Dimana: 
dl = Nilai Durbin – Watson tabel batas bawah 
du = Nilai Durbin – Watson tabel batas atas 
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3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
menggunakan grafik plot. Dasar analisis: 
a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.5.4 Uji Hipotesis 
Metode analisis data pada penelitian ini, menggunakan regresi linear berganda 
karena pada penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen. Persamaan 
regresi linear berganda yang digunakan adalah: 
 
Dimana: 
Y  = Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi 
α  = Konstanta 
β1, β2, β3  = Koefisien regresi 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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X1  = Jumlah Wajib Pajak 
X2  = Jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima 
X3  = Pemeriksaan perpajakan 
e  = error 
 
3.5.4.1 Analisis Koefisien Determinasi 
Uji ini menurut Ghozali (2016), bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil uji 
ini akan muncul tiga nilai, yaitu R, R2, dan nilai adjusted R2. Menurut Sarwono 
(2011), nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan linear antara 
variabel dependen dengan variabel independen. Untuk memudahkan melakukan 
interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, kriteriannya adalah: 
0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 
>0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 
>0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 
>0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 
>0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 
1  : Korelasi sempurna 
Sedangkan koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen, yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah 
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Surat Setoran Pajak yang diterima, dan pemeriksaan pajak dalam menjelaskan 
variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan sangat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. Kelemahan penggunaan R2 adalah setiap tambahan satu 
variabel independen, maka R2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel 
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 
itu, untuk menguji regresi dalam penelitian ini menggunakan adjusted R2, karena 
nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam 
model. 
 
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statstik F) 
Menurut Ghozali (2016), Uji F mengukur goodness of fit yaitu ketepatan fungsi 
regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai F < 0,05 maka model regresi 
dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Uji statistik F juga 
menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Uji statisik F mempunyai signifikansi 0,05. Kriteria pengujian 
hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F < 
0,05 maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel 
independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.  
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3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh variabel independen, yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran 
Pajak yang diterima, dan pemeriksaan pajak secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. 
Cara yang dilakukan untuk pengambilan keputusan adalah dengan quick 
look, dimana α = 0,05, maka H0 dapat ditolak, dengan kata lain menerima 
hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Tigaraksa. Penelitian 
ini menggunakan keseluruhan populasi sebagai objek penelitian yaitu Wajib Pajak 
PPh Pasal 25/29 dan PPh 4 ayat (2) PP 46/2013 orang pribadi di lingkup KPP 
Pratama Tigaraksa. Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 
36 dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 yang berupa 
penerimaan PPh, jumlah WP, jumlah SSP yang diterima, dan pemeriksaan pajak. 
 
4.2 Analisis Data 
4.2.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi variabel dalam penelitian 
ini, yaitu penerimaan PPh (Y) yang diukur dengan jumlah WP (X1), jumlah SSP 
(X2), dan pemeriksaan pajak (X3). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif: 
Tabel 4.1 
Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 36 53867148 122784121 176651269 137902938.4 14943791.28 
X1 36 4847 9037 13884 10948.08 1090.293 
X2 36 1679 2303 3982 3026.06 477.106 
X3 36 8 1 9 3.58 1.857 
Valid N (listwise) 36      
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Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah sampel penelitian untuk variabel 
penerimaan PPh (Y) adalah 36, nilai minimum dari penerimaan PPh (Y) adalah 
122.784.121 yaitu pada bulan September 2015 dan memiliki nilai maksimum 
sebesar 176.651.269 yaitu pada bulan Maret 2015. Sedangkan selisih antara nilai 
maksimum dan minimumnya (range) sebesar 53.867.148.  Nilai rata-rata (mean) 
untuk variabel ini adalah 137.902.938,4 dengan standar deviasi sebesar 
14.943.791,28. 
Variabel jumlah WP (X1) memiliki jumlah sampel penelitian sebesar 36. 
Nilai minimum dari jumlah WP (X1) adalah 9.037 yaitu pada bulan September 
2015 dan nilai maksimumnya adalah 13.884 yaitu pada bulan Maret 2015. Selisih 
antara nilai maksimum dan nilai minimum (range) adalah sebesar 4.847. 
Sedangkan nilai rata-rata (mean) variabel ini adalah 10.948,08 dengan standar 
deviasi sebesar 1.090,293. 
Jumlah sampel penelitian untuk variabel jumlah SSP diterima (X2) adalah 
36, nilai minimum dari jumlah SSP diterima (X2) sebesar 2.303 yaitu pada bulan 
Agustus 2015 dan nilai maksimum sebesar 3.982 pada bulan Maret 2015. 
Sedangkan selisih antara nilai maksimum dan minimumnya (range) sebesar 1.679. 
Sedangkan nilai rata-rata (mean) variabel ini adalah 3.026,06 dengan standar 
deviasi sebesar 477,106. 
Variabel pemeriksaan pajak (X3) memiliki jumlah sampel penelitian 
sebesar 36. Nilai minimum dari pemeriksaan pajak (X3) adalah 1 dan nilai 
maksimumnya adalah 9 pada bulan Oktober 2013. Selisih antara nilai maksimum 
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dan nilai minimum (range) adalah sebesar 8. Sedangkan nilai rata-rata (mean) 
variabel ini adalah 3,58 dengan standar deviasi sebesar 1,857. 
 
4.2.2 Uji Normalitas 
Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji 
Statistik Non Parametric One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dalam tahapan 
pengujian normalnya masing-masing variabel ditentukan dari nilai asymp. sig (2-
tailed) lebih besar atau sama dengan 0,05. Hasil uji normalitas data dengan 
menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas Data 
 






Std. Deviation 6291434.997 




Kolmogorov-Smirnov Z .680 
Asymp. Sig. (2-tailed) .745 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Pada Tabel 4.2 dapat dilihat nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,745 atau 
diatas 0,05, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan 
telah berdistribusi normal sehingga hipotesis nol (Ho) diterima. Karena data telah 
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terdistribusi normal, maka tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat 
dilaksanakan. 
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
4.2.3.1 Uji Multikolonieritas 
Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 
dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 
Factor (VIF). Nilai tolerance ≤ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan 
bahwa terjadi multikolonieritas diantara variabel bebasnya. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hasil pengujian 
Multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolonieritas 




1 (Constant)   
X1 .585 1.708 
X2 .554 1.805 
X3 .894 1.119 
a. Dependent Variable: Y 
Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen 
memiliki nilai telorance ≥ 0,1 dan VIF  ≤ 10 yaitu X1 sebesar 0,585 dan 1,708, X2 
sebesar 0,554 dan 1,805, dan X3 sebesar 0,894 dan 1,119. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel independen pada 
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penelitian ini, yaitu antara jumlah WP (X1), jumah SSP diterima (X2), dan 
pemeriksaan pajak (X3). 
 
4.2.3.2 Uji Autokorelasi 
Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah 
dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Tidak ada autokorelasi 
positif atau negatif apabila du ˂ d ˂ 4 – du. Batas atas (du) diperoleh dari tabel 
DW dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), variabel independen (k) sebanyak 3, 
dan jumlah sampel (n) adalah 36. Sehingga dari tabel DW didapat batas bawah (dl) 
1,2953 dan batas atas (du) 1,6539. Apabila nilai DW berada diantara 1,6539 dan 
2,3461 (4-du), maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian Autokorelasi 
dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4  
Hasil Uji Autokorelasi 
       Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 1.670 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, dapat 
diketahui nilai DW sebesar 1,670. Karena nilai DW berkisar antara 1,6539 dan 
2,3461, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
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4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan Grafik 
Scatterplot. Heteroskedastisitas dapat dilihat ada atau tidaknya pola tertentu 
seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 
melebar kemudian menyempit) pada Grafik Scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. Namun jika tidak terdapat pola yang jelas, maka 
mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 
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Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada Gambar 
4.1, tidak terlihat adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik scatterplot, 
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedatisitas. 
 
4.2.4 Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah 
WP (X1), jumlah SSP diterima (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) baik secara 
simultan maupun parsial terhadap penerimaan PPh (Y). Pengujian hipotesis 
dengan menggunakan regresi linear berganda, mencakup: 
 
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi 
Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien 
determinasi: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
                                        Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .907a .823 .806 6579740.215 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) 
lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,907 atau 90,7%. Hal ini 
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menunjukkan adanya hubungan kuat positif antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 
0,806. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah WP, jumlah SSP diterima, dan 
pemeriksaan pajak dapat menjelaskan penerimaan PPh sebesar 80,6%, sedangkan 
sisanya yaitu sebesar 19,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam 
penelitian. 
 
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. Uji statistik F dilakukan dengan tingkat signifikansi α=5%. 
Hasil uji ini dapat dilihat di Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 













35    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 49,513 
dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jumlah WP, jumlah SSP diterima, dan pemeriksaan pajak 
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berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Bertambahnya jumlah WP yang 
terdaftar, maka WP semakin mengerti dan paham dengan kewajiban 
perpajakannya. Dengan semakin banyaknya WP yang memahami kewajiban 
perpajakannya, penerimaan PPh semakin bertambah. Dengan meningkatnya WP 
terdaftar meningkatkan jumlah pembayar pajak. Sebagai bukti dari pembayaran 
pajak, WP menyertakan SSP saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). 
Semakin banyaknya SSP yang diterima oleh KPP, berarti semakin banyak WP 
melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak, maka 
penerimaan PPh semakin besar. Untuk menguji kepatuhan dari pembayar pajak 
serta meminimalkan kecurangan dilakukan pemeriksaan pajak. Setelah dilakukan 
pemeriksaan pajak, dikeluarkan SKPKB untuk WP yang kurang membayar 
pajaknya, sebagai output dari pemeriksaan pajak. Maka dengan dilakukannya 
pemeriksaan pajak, diharapkan WP akan membayar kewajiban pajak yang belum 
atau kurang dibayar beserta sanksi administrasinya. Setelah melakukan 
pembayaran kewajiban pajak tersebut, berarti semakin banyak WP yang paham 
akan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan PPh akan bertambah. Hal 
tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) 
menghasilkan bahwa kesadaran WP, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan 
pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan. Hal ini juga didukung oleh Deasriyanto (2014) yang menujukan 
bahwa kepemilikan NPWP dan pelaporan SSP memiliki pengaruh secara serentak 
dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Serta penelitian yang 
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dilakukan oleh Wildaniashri (2015) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan 
Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
 
4.2.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya manunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 
Uji Statistik t ditunjukkan paga Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik t 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13095037.03 12285262.18  1.066 .294 
X1 9425.688 1333.305 .688 7.069 .000 
X2 8055.964 3131.629 .257 2.572 .015 
X3 -771101.485 633450.979 -.096 -1.217 .232 
a. Dependent Variable: Y 
Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh hasil persamaan regresi dalam 
penelitian ini, yaitu: 
 
Dimana: 
Y  = Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi 
X1  = Jumlah Wajib Pajak 
X2  = Jumlah Surat Setoran Pajak diterima 
X3  = Pemeriksaan perpajakan 
Y = 0,688X1 + 0,257X2 – 0,096X3 
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Berdasarkan hasil uji t, diperoleh koefisien regresi yaitu sebesar 0,688 
untuk variabel jumlah WP (X1), yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan jumlah 
WP terdaftar sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan PPh yaitu sebesar 0,688 
atau 68,8%. Uji statistik t menunjukkan nilai sebesar 7,069 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 atau lebih rendah dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ha1 diterima, yaitu jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap 
tingkat penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah WP memiliki pengaruh terhadap 
penerimaan PPh disebabkan karena dengan meningkatnya WP yang mendaftarkan 
diri, maka semakin meningkat kewajiban perpajakan setiap WP yaitu menghitung, 
melapor, dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diterima ataupun 
diperoleh selama satu periode. Semakin banyaknya jumlah WP yang terdaftar di 
KPP, maka WP semakin mengerti dan paham dengan kewajiban perpajakannya. 
Dengan semakin banyaknya WP yang memahami kewajiban perpajakannya, maka 
akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.  
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013), 
jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Hasibuan, dkk (2014) yang menyatakan jumlah Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Rismawati (2013) juga mengatakan jumlah Wajib Pajak 
berpengauh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, dan penelitian 
yang dilakukan oleh Sudadyo (2013) yang mengatakan bahwa jumlah Wajib 
Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Berdasarkan hasil uji t, diperoleh koefisien regresi yaitu sebesar 0,257 
untuk variabel jumlah SSP diterima (X2), yang berarti bahwa setiap kenaikan 
jumlah SSP yang diterima sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan PPh yaitu 
sebesar 0,257 atau 25,7%. Uji statistik t menunjukkan nilai sebesar 2,572 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,015 atau lebih rendah dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ha2 diterima, yaitu jumlah SSP Diterima berpengaruh 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah SSP yang diterima memiliki 
pengaruh terhadap penerimaan PPh disebabkan karena fungsi dari SSP adalah 
sebagai alat bukti pembayaran atau penyetoran pajak. Maka pada SSP 
mengandung unsur pelunasan pembayaran pajak. SSP bisa digunakan sebagai 
indikator seberapa besar penerimaan pajak. Sehingga semakin banyak jumlah SSP 
yang diterima oleh KPP akan meningkatkan penerimaan PPh.  
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014), 
menunjukan bahwa jumlah Surat Setoran Pajak mempunyai pengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan, dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 
oleh Sudadyo (2013) yang menyatakan jumlah Jumlah Setoran Pajak berpengaruh 
terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. 
Berdasarkan hasil uji t, diperoleh koefisien regresi yaitu sebesar -0,096 
untuk variabel pemeriksaan pajak (X3), yang berarti bahwa setiap kenaikan 
pemeriksaan pajak sebesar 1% hanya akan menurunkan penerimaan PPh yaitu 
sebesar 0,096 atau 9,6%. Uji statistik t menunjukkan nilai sebesar -1,217 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,232 atau lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ha3 ditolak, yaitu pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 
Analisis pengaruh..., Paula Herra, FB UMN, 2016
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan PPh disebabkan karena SKPKB tidak diterbitkan kepada 
seluruh WP terdaftar yang kurang membayar pajaknya tetapi hanya sebagian WP 
saja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suandy (2011:131) menyatakan bahwa 
hanya sebagian WP saja yang dapat diterbitkan SKP, dalam hal ini adalah WP 
yang dalam pengisian SPT-nya ditemukan ketidakbenaran atau ditemukan data 
yang tidak dilaporkan oleh WP. Penyebab lainnya adalah WP yang tidak melunasi 
pajaknya yang kurang seperti yang tertulis di SKPKB karena menurut Ilyas dan 
Rudi (2013:59) WP mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan, 
keberatan dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak tersebut apabila ketetapan 
pajak tersebut tidak sesuai dengan perhitungan WP. Menurut berita dari 
economy.okezone.com, Kepala Sub Direktorat Banding dan Gugatan II Direktorat 
Jendral Pajak Yon Suryayuda Soedarso menyatakan, "Putusan pengadilan pajak 
40 banding 60, kita kalah dan WP yang menang itu dari hitung-hitung statistik." 
Menurutnya kesalahan sering kali terjadi pada WP, namun putusan pengadilan 
pajak menyatakan DJP yang sering kalah dalam putusan tersebut.  
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk 
(2014), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan 
pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Namun tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyimpulkan bahwa 
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Kesimpulan dari hasil pengujian signifikansi parsial dan simultan adalah sebagai 
berikut: 
1) Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak 
Penghasilan. Dengan meningkatnya WP yang mendaftarkan diri, maka 
semakin meningkat kewajiban perpajakan setiap WP yaitu menghitung, 
melapor, dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diterima 
ataupun diperoleh selama satu periode. Semakin banyaknya jumlah WP yang 
terdaftar di KPP, maka WP semakin mengerti dan paham dengan kewajiban 
perpajakannya. Dengan semakin banyaknya WP yang memahami kewajiban 
perpajakannya, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Hal 
ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013), Hasibuan, 
dkk (2014), Rismawati (2013), dan Sudadyo (2013) yang menyatakan jumlah 
Wajib Pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. 
2) Jumlah SSP Diterima berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
Fungsi dari SSP adalah sebagai alat bukti pembayaran atau penyetoran pajak. 
Maka pada SSP mengandung unsur pelunasan pembayaran pajak. SSP bisa 
digunakan sebagai indikator seberapa besar penerimaan pajak. Sehingga 
semakin banyak jumlah SSP yang diterima oleh KPP akan meningkatkan 
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penerimaan PPh. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anti 
(2014), dan Sudadyo (2013) yang menyatakan jumlah Jumlah Setoran Pajak 
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. 
3) Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
SKPKB tidak diterbitkan kepada seluruh WP terdaftar yang kurang membayar 
pajaknya tetapi hanya sebagian WP saja, dalam hal ini adalah WP yang dalam 
pengisian SPT-nya ditemukan ketidakbenaran atau ditemukan data yang tidak 
dilaporkan oleh WP. Sementara itu WP mempunyai hak untuk mengajukan 
permohonan pembetulan, keberatan dan pengurangan/pembatalan ketetapan 
pajak tersebut apabila ketetapan pajak tersebut tidak sesuai dengan 
perhitungan WP, sehingga WP banyak tidak melunasi pajaknya yang kurang 
seperti yang tertulis di SKPKB. DJP sering kalah dalam Pengadilan Pajak. 
Kesalahan sering kali terjadi pada WP, namun putusan pengadilan pajak 
menyatakan DJP yang sering kalah dalam putusan tersebut. Hal ini didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2014), menyatakan bahwa 
tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyimpulkan bahwa pemeriksaan 
pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
4) Jumlah WP terdaftar, jumlah SSP diterima, dan pemeriksaan pajak secara 
simultan  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Dengan 
meingkatnya WP terdaftar meningkatkan jumlah pembayar pajak. Sebagai 
bukti dari pembayaran pajak, WP menyertakan SSP saat melaporkan Surat 
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Pemberitahuan (SPT).  Untuk menguji kepatuhan dari pembayar pajak serta 
meminimkan kecurangan dilakukan pemeriksaan pajak. Setelah dilakukan 
pemeriksaan pajak, dikeluarkan SKPKB untuk WP yang kurang membayar 
pajaknya, sebagai output dari pemeriksaan pajak yang akan berdampak pada 
meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini didukung oleh 
Deasriyanto (2014), Herryanto dan Toly (2013), dan Wildaniashri (2015) yang 
menyatakan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan. 
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 
1) Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama 
Tigaraksa. 
2) Terbatas pada tahun pengamatan yang cukup pendek yaitu hanya tiga tahun 
dari tahun 2013 sampai 2015. 
3) Keterbatasan pada variabel yang diteliti karena hanya difokuskan pada tiga 
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5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan 
adalah sebagai berikut: 
1) Memperluas lingkup wilayah penelitian agar dapat memperoleh hasil yang 
lebih akurat. 
2) Memperpanjang tahun pengamatan agar dapat memperoleh hasil yang lebih 
akurat. 
3) Memperluas ruang lingkup penelitian, yaitu dengan menambahkan faktor-
faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap pemerimaan Pajak 
Penghasilan, seperti ekstensifikasi Wajib Pajak, rasio pencairan tunggakan 
pajak, kepatuhan wajib pajak, tingkat inflasi, dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 
Data Variabel Penerimaan Pajak 
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Pasal 25/29 Orang 
Pribadi (Rp) 
Penerimaan PPh 









Oktober              100.583.241 25.873.150 126.456.391 
November            109.846.146 24.756.018 134.602.164 
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LAMPIRAN 2 
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Oktober 3.861 5.258 9.119 
November            3.579 7.277 10.856 
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LAMPIRAN 3 
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Pajak (SSP) PPh 








Oktober 1.498 1.258 2.756 
November 1.474 1.349 2.823 
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LAMPIRAN 4 
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Data Variabel Pemeriksaan Pajak 
Tahun Bulan 
Pemeriksaan 




Pajak PPh Pasal 







Oktober 2 1 3 
November 3 0 3 
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LAMPIRAN 5 
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Oktober                126.456.391 9.119 2.756 3 
November            134.602.164            10.856 2.823 3 
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Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 36 53867148 122784121 176651269 137902938.4 14943791.28 
X1 36 4847 9037 13884 10948.08 1090.293 
X2 36 1679 2303 3982 3026.06 477.106 
X3 36 8 1 9 3.58 1.857 
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LAMPIRAN 7 
Uji Normalitas  
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Hasil Uji Normalitas 






Std. Deviation 6291434.997 




Kolmogorov-Smirnov Z .680 
Asymp. Sig. (2-tailed) .745 
a. Test distribution is Normal. 
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Hasil Uji Multikolonieritas 




1 (Constant)   
X1 .585 1.708 
X2 .554 1.805 
X3 .894 1.119 
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Hasil Uji Autokorelasi 
               Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 1.670 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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LAMPIRAN 11 
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
                                        Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .907a .823 .806 6579740.215 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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LAMPIRAN 12 
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Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan) 
ANOVAa 













35    
a. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 13 
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Hasil Uji Statistik t (Uji Individual) 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13095037.03 12285262.18  1.066 .294 
X1 9425.688 1333.305 .688 7.069 .000 
X2 8055.964 3131.629 .257 2.572 .015 
X3 -771101.485 633450.979 -.096 -1.217 .232 
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LAMPIRAN 15 
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LAMPIRAN 16 
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